
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 lentang Pcmbcniukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lembaran cgara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kola Maka sxa r 
tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kola Ma ka s sa r Ta m in 

Anggaran 2018. 

b. bahwa Pcraturan Oaerah tenta ng Anggaran Pcnd:!~_,,!~811 (!.t1'. 

Bclanja Daerah (APBD) mcrupakan pcrwujuda n duri 1<1.•nc;..:1:. 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kc dalan: 
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dae rah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan 
dalam Serita Acara Persetujuan Bersama Walikota Maka ssur 
d DPRD K M k Nomor:903/71/81t//11'Klt0/Xl/2017 I )~ an ota a assar tanuca ·- <> Nomor: 188.342/663/DPIW/Xl/2017' l">I:"> 

Nopember 2017; 

a. bahwa brasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (l) huruf d Undarig­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
mengamanahkan Kepala Daerah menyusun dan mcngajukan 
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Pcrda L<'ntang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda Len tang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPl<D unt uk 
dibahas bersama; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
NOMOR 6 TAHUN 2017 

KASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 ten tung 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar da: 1 

Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajcnc da n 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 teruang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Len tang Adrninistrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcduu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriru.ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia 
Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3988); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcrn 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoma n 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perncrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Lentang I l iba h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l 39. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcrn 
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 teruang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum [Lcrnbara n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenlang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang Rctribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 l teruarig 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 
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36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2011 Nomor 12); 

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 20 l 0 ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 20 IO 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 20 IO 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 
2012); 

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruul 
Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Pcrcncanaan 
Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 517); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Men Leri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teruang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta h u n 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai bcrikut: 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

WALIKOTA MAKASSAR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 

Dengan Persetujuan Bersama 

44. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); 

43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tcm.anj; 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pernerintah Kola Makassar 
(Serita Dae rah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29); 

42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 Len tang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014 Nornor 28); 

41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dacrah (Bcriia 
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69); 

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkai 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kola Makassar Tahun 
2016 Nomor 8; 

39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kora 
MakassarTahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kola Makassar 
Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kola Makassar 
Tahun 2016 Nornor 4); 

38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 ten tang 
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kola 
Makassar Tahun 2012 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 20 l l ten tang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tah un 
2011Nomor13); 
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(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rpl.304.968.117.500,00; dan 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp2.8 l 2.620.498.500,00. 

Pasal 3 

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 
sejumlah Rp 11.520.000.000,00. 

sejumla h Khusus Otonomi d. Dana Penyesuaian dan 
Rp35.750.000.000,00; dan 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) 
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah sejumlah Rpl32.804.600.000,00; 
b. Dana Darurat sejumlah - ; 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva 

sejumlah Rp324.416.000.000,00; 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari 
jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah 

Rpl46.515.496.000,00; 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rpl.300.764.306.000,00; dan 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp462.625.154.000,00. 

sejurnlah Sah yang Dae rah Asli d. Lain-lain Pendapatan 
Rpl48.987.766.000,00. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, Lerdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rpl.155.991.478.000,00; 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rpl33.446.497.000,00; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp45.287.3 l 9.000,00; dan 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 1.483. 713.060.000,00; 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rpl.909.904.956.000,00; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp504.490.600.000,00. 

Pasal 2 

Rp 219.480.000.000,00 
Rp 

c. Pembiayaan Daerah: 
l. Penerimaan Pembiayaan Rp 219.480.000.000,00 
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 

Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan 

Rp (219.480.000.000,00) (Defisit) 

Rp 3.898.108.616.000,00 
Rp 4.117 .588.616.000,00 
--------- (-) 

a. Pendapatan 
b. Belanja 
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Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 
a. LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD; 
b. LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemcrintahan 

Daerah dan organisasi; 
c. LAMPIRAN Ill Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Dacrah. 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Pasal 5 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dan jcnis 
pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah - ; 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah - ; 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah - ; dan 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah - . 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tcrdiri dari jcnis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp2 l 9.480.000.000,00; 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah - ; 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah - ; 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah - ; dan 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah -. 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp219.480.000.000,00; dan 
b. Pengeluaran sejumlah - . 

Pasal 4 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp253.642.532.866,00; 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rpl.689.568.987.240,00; dan 
c. Belanja Modal sejumlah Rp869.408.978.394,00. 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a icrdiri 
dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rpl.107.665.078.000,00; 
b. Belanja Bunga sejumlah - ; 
c. Belanja Subsidi sejumlah - ; 
d. Belanja Hi bah sejumlah Rp 146.651.000.000,00; 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah - ; 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah - : 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 1.094.538.000,00; dan 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp49.557.SO1.500,00. 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 6 

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI St:L/\T1\ ·; 
NOMOR: 8.HK.HAM.6.227.17 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

BASO AMIRUDDIN 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 14 Desember 2017 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 14 Desernber 2017 

-wALIKOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 6 

f. LAMPIRAN VI 
g. LAMPIRAN VII 
h. LAMPIRAN VIII 
1. LAMPIRAN IX 

J. LAMPIRAN X 
k. LAMPIRAN XI 

d. LAMPIRAN IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pernerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

e. LAMPIRAN V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalarn 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Te tap 
Dae rah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 
Bel um Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tah un 
Anggaran Ini; 

1. LAMPIRAN XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
m. LAMPIRAN XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

TTD

TTD


